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Abstrak  
Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah 
segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau 
kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun 
psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja.  
Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung 
kebebasan perempuan.  Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam 
lingkungan keluarga atau masyarakat. 
Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan 
yang dihadapi.  Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri 
yang diperbuat oleh suami.  Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat 
terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan.  Istri memendam sendiri 
persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan 
yang keliru, suami dominan terhadap istri.  Rumah tangga, keluarga merupakan suatu 
institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang 
tertutup dari jangkauan kekuasaan publik. 
Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan  adalah: mengalami sakit fisik, tekanan 
mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami 
ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami 
depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja 
menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun 
Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan 
kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada 
anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan 
kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara 
memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya. 
Menurut Suryakusuma (1995) efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan 
lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, 
serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, 
tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga meng-akibatkan kesehatan reproduksi 
terganggu secara biologis yang pada akhirnya meng-akibatkan terganggunya secara 
sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha 
menyembunyikan bukti penganiayaan mereka. 





KDRT merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di 
seluruh negara dunia. Dalam hal ini, masyarakat internasional telah menciptakan standar 
hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap KDRT. Tindakan untuk 
memukul perempuan, misalnya, telah dimasukan di dalam konvensi HAM internasional 
maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah 
meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut meliputi, Universal Declaration of 
Human Rights (“UDHR”), the International Covenant on Civil and Political Rights 
(“ICCPR”), dan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(“ICESCR”) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, di mana para 
korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.  
Berbagai pertistiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara 
telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat 
dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional 
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”) 
beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui Convention Against Torture and Other Cruel, 
Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (“CAT”). Demikian juga, instrumen 
regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban. 
The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
(“ECHR”), the American Convention on Human Rights (“ACHR”), bersama dengan the 
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence 
Against Women (“Inter-American Convention on Violence Against Women”), dan the African 
Charter on Human and Peoples' Rights (“African Charter”) merupakan dokumen utama 
HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT. 
Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan 
keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Dalam hal luka 
serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan 
dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk 
memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah 
masyarakat. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya 
hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. 
Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan 
tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa 
alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri 
dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacynya berkaitan 
dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home), ketiga: tindak 
kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala 
keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga 
legal yaitu perkawinan. (Hasbianto, 1996) 
Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami 
melalui konteks sosial.  Menurut Berger (1990), perilaku individu sesungguhnya merupakan 
produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut 
membentuk prilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat 
patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai 
tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri. 
Mave Cormack dan Stathern (1990) menjelaskan terbentuknya dominasi laki-laki atas 
perempuan ditinjau dari teori nature and culture.  Dalam proses transformasi dari nature ke 
culture sering terjadi penaklukan.  Laki-laki sebagai culture mempunyai wewenang 
menaklukan dan memaksakan kehendak kepada perempuan (nature).  Secara kultural laki-
laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi 
untuk menaklukan dan memaksa perempuan.  Dari dua teori ini menunjukkan gambaran 
aspek sosiokultural telah membentuk social structure yang kondusif bagi dominasi laki-laki 
atas perempuan, sehingga mempengaruhi prilaku individu dalam kehidupan berkeluarga. 
Penelitian yang mengkaitkan tindak kekerasan pada istri yang berdampak pada 
kesehatan reproduksi masih sedikit.  Menurut Hasbianto (1996), dikatakan secara psikologi 
tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga menyebabkan gangguan emosi, kecemasan, 
depresi yang secara konsekuensi logis dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya.   
Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak fatal berupa kematian, upaya bunuh 
diri dan terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan juga dapat 
berdampak non fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, 
perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Baik dampak fatal maupun non 
fatal, semuanya menurunkan kualitas hidup perempuan.  Dengan melihat serangkaian fakta 
diatas, maka tidak berlebihan jika dikatakan KDRT merupakan bagian dari isu kesehatan 
masyarakat yang patut diperhatikan. 
Kekerasan terhadap perempuan dapat muncul dalam satu atau lebih bentuk. Berikut 
ini beberapa hasil wawancara dengan istri-istri yang menjadi korban KDRT yang semua 
pelakunya adalah suami mereka. Kisah kisah mereka bukan khayalan atau karangan semata 
ini adalah kisah nyata yang sesunguhnhya dekat dengan realitas di masyarakat, yang sering 
kita menutup mata terhadap realitas ini. Mereka adalah korban KDRT yang berhasil ditolong 
dan diberikan layanan medis, psikologis, juga bantuan pendampingan hukum oleh Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kalimantan Timur. 
Menurut model Dixon-Mudler (1993) tentang kaitan antara kerangka seksualitas atau 
gender dengan kesehatan reproduksi; pemaksaan hubungan seksual atau tindak kekerasan 
terhadap istri mempengaruhi kesehatan seksual istri.  Jadi tindak kekerasan dalam konteks 
kesehatan reproduksi dapat dianggap tindakan yang mengancam kesehatan seksual istri, 
karena hal tersebut menganggu psikologi istri baik pada saat melakukan hubungan seksual 
maupun tidak. 
Kekerasan Terhadap Perempuan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap 
perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi 
permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Meskipun kesadaran terhadap 
pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat, fenomena KDRT terhadap 
perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut, 
kekerasan seperti terlihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan 
sebagai orang yang bertanggung jawab baik itu untuk memperbaiki situasi yang sebenarnya 
didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari 
penderitaan yang tak terlihat. 
Pemahaman dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi 
hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut. Di sebagian besar masyarakat, KDRT 
belum diterima sebagai suatu bentuk kejahatan. Bagaimanapun juga, sebagai suatu hasil 
advokasi kaum feminis dalam lingkup HAM internasional, tanggung jawab sosial terhadap 
KDRT secara bertahap telah diakui sebagian besar negara di dunia. 
Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk 
menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan 
dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. KDRT seakan-
akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga 
membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan 
martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang 
dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri. 
Sebagaimana pemerkosaan, pemukulan terhadap istri menjadi hal umum dan menjadi suatu 
keadaan yang serba sulit bagi perempuan di setiap bangsa, kasta, kelas, agama maupun 
wilayah. 
Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu 
bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan 
pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi 
sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian yang 
diakui dalam Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of Women, yang 
merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap 
perempuan. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum 
dan moral untuk menghilangkan KDRT melalui kombinasi berbagai langkah serius. 
Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau pe-rampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 
Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah 
diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dimana 
laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk 
menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tersubordinasi. Di 
samping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi 
amat lama dimana perempuan dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. 
Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Sciortino dan Smyth, 1997; Suara APIK,1997, bahwa 
menguasai atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki 
terhadap perempuan. 
Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor 
dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa 
diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang 
diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebat suami, dipukul. 
Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah 
tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur . 
B.  Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan 
Bentuk tindak kekerasan ini mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita, yaitu 
berperan dalam meningkatkan risiko IMS (Infeksi Menular Seksual), termasuk HIV. Hal itu 
tidak terlepas dari perilaku seksual para pasangaan mereka. Korban KDRT mengakui bahwa 
pasangan mereka memiliki mitra seksual lebih dari satu dan menolak untuk menggunakan 
alat kontrasepsi kondom. Fakta yang lebih mencengangkan adalah para korban tindak 
kekerasan tersebut banyak yang menyatakan telah melakukan aborsi disengaja, bahkan 
banyak diantara mereka yang telah mengalami keguguran. Menurut Dr. Charlotte Watts, dari 
London School Kekerasan pada pasansgan memiliki kesamaan dampak pada kesehatan 
wanita dan status kesehatan dimanapun dia berada, prevalensi kekerasan pada kondisi 
dimana wanita tersebut berada atau latar belakang budaya dan ekonomi dimana dia berada. 
Dr. Watts menambahkan bahwa tingkat kerugian pada aspek kesehatan yang dialami wanita 
korban kekerasan rumah tangga pada studi WHO konsisten di beberapa Negara.  
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam  
rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam : 
1. Kekerasan fisik 
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka 
berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, 
memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, 
memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak 
seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. 
2. Kekerasan psikologis / emosional 
Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah 
penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir 
istri dari dunia luar, mengancam atau ,menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan 
kehendak. 
3. Kekerasan seksual 
Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan 
batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak 
memperhatikan kepuasan pihak istri.  
4. Kekerasan ekonomi 
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari 
kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri  
C.  Faktor-faktor yang mendorong terjadi tindak kekerasan  dalam rumah tangga 
Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga 
khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri telah diungkap dalam suatu penelitian 
yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai 
berikut: 
1.  Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Anggapan 
bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam 
keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh 
karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini 
menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-
wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan 
kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam 
rumah tangga. 
2.  Ketergantungan ekonomi. 
      Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk 
menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun 
tindakan keras dilakukan kepadnya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya 
dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. 
Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.  
3.  Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik. 
Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. 
Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun 
kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan 
kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan 
perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus 
diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan 
bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem 
rumah tangganya. 
4.  Persaingan 
Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga 
adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, 
perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan 
ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan 
lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan 
selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di 
satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang 
dan dikekang. 
5.  Frustasi 
Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustai 
tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa 
terjadi pada pasangan yang 
a. Belum siap kawin 
b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan 
rumah tangga. 
c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau 
mertua.  
      Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan 
perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan 
memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya. 
6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum 
Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak 
terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi 
laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi 
hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP 
membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia 
hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat 
minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami. 
Beberapa faktor penghambat untuk menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah 
tangga, antara lain : 
1.      Keterbukaan dan saling percaya, dalam hal ini pasangan suami istri harus saling 
terbuka dan percaya satu sama lain dan jangan menyembunyikan apapun dari 
pasangan anda karena jika sikap tersebut buruk lambat laun akan terungkap 
2.      Memahami kedudukan satu sama lain, hal ini perlu agar ada keharmonisan apalagi 
jika suami dan istri sama-sama bekerja 
3.      Jauhi amarah destruktif, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang 
wajar tetapi akan menjadi tidak wajar ketika pertengkaran berlanjut terus-menerus 
dan akan diperparah lagi jika salah satu pasangan atau keduanya memiliki pendirian 
yang keras  
4.      Bersikaplah pemaaf seperti yang diterangkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW 
yang artinya “Berilah maaf pada wanita (istri), pasti ia akan memberi maaf 
kepadamu. Barang siapa memutuskan tanggung jawab kepada keluarganya, amalnya 
tidak akan di terima Allah dan ia tidak akan masuk surga” (H.R. Thabrani)  
Dampak kekerasan terhadap kesehatan reproduksi. 
Kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, 
mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam 
semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. 
Sehubungan dengan dampak tindak kekerasan terhadap kehidupan seksual dan repro-
duksi perempuan, penelitian yang dilakukan oleh Rance (1994) yang dikutip oleh Heise, 
Moore dan Toubia (1995) kekerasan dan dominasi laki-laki dapat membatasi dan membentuk 
kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Selain itu, laki-laki juga sangat berpengaruh 
dalam pengambilan keputusan tentang alat kontrasepsi yang dipakai oleh pasangannya. 
Selanjutnya penelitian yang dilakukan  di Norwegia oleh Schei dan Bakketeig (1989) yang 
dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) juga menyatakan bahwa perempuan yang 
tinggal dengan pasangan yang suka melakukan tindak kekerasan menunjukkan masalah-
masalah ginekologis yang lebih berat ketim-bang dengan yang tinggal dengan 
pasangan/suami normal ; bahkan problem gineko-logis ini bisa berlanjut dalam rasa sakit 
terus menerus. 
Tindak kekerasan terhadap istri perlu diungkap untuk mencari alternatif 
pemberdayaan bagi istri agar terhindar dari tindak kekerasan yang tidak semestinya terjadi 
demi terwujudnya hak perempuan untuk memperoleh kesehatan reproduksi yang sehat. 
Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami 
gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorhagia bahkan wanita 
dapat mengalami menopause lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, 
ketidakmampuan mendapatkan orgasme, akibat tindak kekerasan yang dialaminya.  
Di seluruh dunia satu diantara empat perempuan hamil mengalami kekerasan fisik 
dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan 
imatur dan bayi meninggal dalam rahim. 
Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya 
kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari 
kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik 
atau bayi lahir mati. 
Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah 
tangga diantaranya adalah perubahan pola fikir, emosi dan ekonomi keluarga.  Dampak 
terhadap pola fikir istri. Tindak kekerasan juga berakibat mempengaruhi cara berfikir korban, 
misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga 
(paranoid), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi. Istri yang 
menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar 
dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, 
nyeri haid, terinfeksi penyakit menular  
Dampak terhadap ekonomi keluarga. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun 
tidak selalu adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja 
tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekono-mi secara 
mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, 
kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara.  
Dampak terhadap  status emosi istri. Istri dapat mengalami depresi, penyalahgunaan / 
pemakaian zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol), kecemasan, percobaan bunuh diri, 
keadaan pasca trauma dan rendahnya kepercayaan diri.  
Perjuangan penghapusan KDRT berangkat dari fakta banyaknya kasus KDRT yang 
terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah 
temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari 
berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan. 
Dari sisi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah 
melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang 
dihukum ringan, pelaku perzinaan yang malah dibiarkan, dan lain lain. Dari sisi sosial-
budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan 
seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, 
lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan. 
Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman 
sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya 
mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan 
pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. 
Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran 
masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah. 
Untuk persoalan   ini, dibutuhkan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara. 
Kalau tidak akan terjadi ketimpangan. Sebagai contoh sulit untuk menghilangkan pelacuran, 
kalau faktor ekonomi tidak diperbaiki. Sebab, tidak sedikit orang melacur karena persoalan 
ekonomi. Kekerasaan dalam rumah tangga, kalau hanya dilihat dari istri harus mengabdi 
kepada suami, pastilah timpang. Padahal dalam Islam, suami diwajibkan berbuat baik kepada 
istri. Kekerasaan yang dilakukan oleh suami seperti menyakiti fisiknya bisa diberikan sanksi 
diyat. Disinilah letak penting tegaknya hukum yang tegas dan menyeluruh. 
Menurut pasal 11 UU PKDRT, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya 
pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan menurut pasal 12 ayat (1) menyelenggarakan 
advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Namun, nyatanya, sosialisasi dan advokasi kekerasan dalam rumah tangga masih 
minim. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apalagi memahami UU PKDRT, 
bahkan di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi.  
Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang memadai bagi masyarakat luas, terutama 
bagi para pihak yang berpotensi melakukan KDRT, sebagai upaya pencegahan. Bagi pihak 
yang mungkin menjadi korban KDRT, sosialisasi perlu, agar bila terjadi KDRT, ia dapat 
memperbaiki nasibnya karena telah mengetahui hak-haknya.  
UU PKDRT perlu direvisi pada bagian-bagian yang rancu dan perlu penambahan 
jenis kekerasan, seperti kekerasan ekonomi dan kekerasan sosial. Selain itu, diperlukan 
harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan napas kesetaraan 
gender, antara lain dengan merevisi UU Perkawinan, agar peraturan perundang-undangan 
bisa saling mendukung dan tidak saling bertentangan, supaya UU PKDRT dapat dirasakan 
efektivitasnya.  
Penegakan hukum UU PKDRT tidak akan terlepas dari penegakan hukum pada 
umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum, perlindungan yang 
diatur dalam UU PKDRT hanya akan berupa law in book (teori) belaka, sedangkan dalam 
law in action (praktik) akan sulit terwujud. Oleh karena itu, supremasi hukum harus 
ditegakkan. 
Asuhan Kebidanan yang dapat diberikan untuk menolong kaum perempuan dari 
tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah : 
1. Merekomendasikan tempat perlindungan seperti crisis center, shelter dan one stop crisis 
center. 
2. Memberikan pendampingan psikologis dan pelayanan pengobatan fisik korban. Disini 
perawat dapat berperan dengan fokus meningkatkan harga diri korban, memfasilitasi 
ekspresi perasaan korban, dan meningkatkan lingkungan sosial yang memungkinkan. 
Bidan berperan penting dalam upaya membantu korban kekerasan diantaranya melalui 
upaya pencegahan primer terdiri dari konseling keluarga, modifikasi lingkungan sosial 
budaya dan pembinaan spiritual, upaya pencegahan sekunder  dengan penerapan asuhan 
kebidanan sesuai permasalahan yang dihadapi klien, dan pencegaha tertier melalui 
pelatihan/pendidikan, pem-bentukan dan proses kelompok serta pelayanan rehabilitasi.  
3. Memberikan pendampingan hukum dalam acara peradilan. 
4. Melatih kader-kader (LSM) untuk mampu menjadi pendampingan korban kekerasan. 
5. Mengadakan pelatihan mengenai perlindungan pada korban tindak kekerasan dalam 
rumah tangga sebagai bekal perawat untuk mendampingi korban. 
 
SIMPULAN 
Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapat 
perhatian dan jangkauan hukum pidana.  Bentuk kekerasannya dapat berupa kekerasan fisik, 
psikis, seksual, dan verbal serta penelantaran rumah tangga. 
Faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan pada istri dalam  rumah tangga yaitu 
pembelaan atas kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan bidang ekonomi, beban 
pengasuhan anak, wanita sebagai anak-anak, dan orientasi peradilan pidana pada laki-laki. 
Dampak tindak kekerasan pada istri terhadap kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi 
psikologis ibu sehingga terjadi gangguan pada saat kehamilan dan bersalin, serta setelah 
melahirkan dan bayi yang dilahirkan. 
Asuhan kebidanan yang harus dilakukan adalah sesuai dengan peran bidan antara lain 
mesupport secara psikologis korban, melakukan pendamping-an, melakukan perawatan fisik 
korban dan merekomendasikan crisis women centre. 
Fenomena gunung es KDRT mulai terungkap setelah undang-undang KDRT tahun 2004 
diberlakukan, dimana KDRT yang sebelumnya masalah privacy manjadi masalah publik 
ditandai laporan kasus KDRT semakin meningkat setiap tahunnya dan pelaku mendapat 
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